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1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ' :

bahwa berdasarkan, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN}),
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

_sebagal hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi;

bahwa untuk rencana pembangunan tahun 2012 periu menyusun RKPD
yang memuat program pembangunan Dekonsentrasi dan program
APBD yang telah disinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta
Rencana Kerja Satuan Keria Perangkat Daerah (SKPD);

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dlmaksud dalam huruf
a dan huruf b perlu‘menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana

-Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;

Undang- Undang Norhor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturar
Pemerintah Pengganti Undang-Undang -Nomor 2 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah ngkat i

~ Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor. 47

Tahun 2960 tentang Pembentukan. Daerah Tingkat | Sulawesi Utara —
Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan — Tenggara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran:Negara Republik indonesia Tahun 1964 Nomor: 94,

Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2687);
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"Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone5|a Nomor 4286) '
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 "Nomor 5,
Tambahan‘ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)'

Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesna

Nomor 4421);

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Négara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

. Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 fentang Penmbangan
Keuangan Antara - Pemerintah. Pusat dan Pemerintahan Daegrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1286,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturah Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kefa dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4406);

10.

Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemennfah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

.Peraturan Menteri - ‘Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Kéuangan Daerah;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
.Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provm5| Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi : Tengah Tabun 2006-2011 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07
Tahun 2009 tentapng Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah; Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi
- Tengah - Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2009 Nomor 07)

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi ' Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesn Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.
Pasal 1

Rencana Kérja= Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) PI‘OVInSI Sulawesi Tengah Tahun 2012, | :

(1)

(2)

Pasal 2

Rencana Kelja'Peﬁ'tbangunan Daeréh (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012,
mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah’ (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
adalah, sebagaimana tercanium dalam Buku 1 dan ‘Buku II masing-masing pada
Lampiran | dan Lamp:ran i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini. :
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Menimbang

Mengi_rigat.

'GUBERNUR SULAWES! TENGAH
PERATURAN GUBZERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 22 TAHUN '20i

TENTANG
RéNCANA KERJA' PE-MBANGUNAﬁ DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem' Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD}

-sebagai hasn Muqyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi;

bahwa untuk rencana pembangunan tahun 2012 perlu menyusun RKPD

- yang memuat program pembangunan' Dekonsentrasi dan program

APBD yang telah di'_sinkronisasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah
(RKP), Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota serta
Rencana Kerja Satuan Keria Pera'ngkat Daerah (SKPD},

bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu:menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana

Kertja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012;;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemeérintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun- 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat |
Sulawesi Tenggara: dengan mengubah Undang-Undang ,Nomor: 47
Tahun 2960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara -
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan — Tenggara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-
Undang (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor. 94,

Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 2687);
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Undang-Undang Némdr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Neéara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

| Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);

10:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara- Republik Indonesia- Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); '

Undang Undahg Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a

Nomor 4421),

Undang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang Undang Nomor 33 Tahun .2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); :

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rericana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge!olaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); .o

‘Peraturan Pemerin;c_ah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri ° Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedo,rnan Penge!olaan Keuangan Daerah;

103



11. Peraturan Menteri - “Dalam Negen Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, - Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaiuam
N Pelaksanaan Rencanha Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Provm3| Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sulawesi . Tengah Tahun 2006-2011 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2006 Nomor 05) sebagaimana telan
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 07
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah - Provinsi
Sulawesi Tengah . Nomor 05 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah. Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi

. Tengah Tahun 2006-2011 {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2009 Nomor 07)

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sulawesi : Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6);

Al +

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR . TENTANG RENCANA KERJA
. . PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2012.

: Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
merupakan Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Provm3| Sulawesi Tengah Tahun 2012. .

) Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012,
mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah seria pertanggungjawaban keuangan daerah.

(2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) PrownSI Sulawesi Tengah Tahun 2012
adalah, sebagaimana tercantum dalam Buku ! dan Buku Il masing-masing pada
Lampiran { dan Lamplran i yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Gubernur ini.
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(3) Buku | sebag
berikut:
BAB i
BAB li

BAB Il

BAB IV
BAB V
BAB VI
BAB Vi

aimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistimatika sebagai

PENDAHULUAN |

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH
PRICRITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
PENUTUP

(4) Buku Il sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2012 yang memuat Rlnc;lan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun
2012 yang terdiri atas :

a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah {(RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012
Sumber Dana APBD Provinsi; dan
b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Keglatan Tahun 2012
- Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. '

Rencana Keria Pe

| - Pasal 3
mbangunan Daerah '(RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012

menjadi Pedoman Satuan Kerja Petangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam
penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Diundangkan di Palu

Ditetapkan di Paiu '
pada tanggal 13 MEI 2011

Pj. GUBERNUR SULAWES! TENGAH,
B tid
A. TANRIBALI LAMO

pada tanggal 13. Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 4y
SULAWES! TENGAH, |

i/ Rals CAMANGKONA o

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 127



(3) Buku | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistimatika sebagan

berikut:

BAB I © PENDAHULUAN

BABIl © . EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BABIlI : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

BABIV : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH

BABV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BABVI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BABVII : PENUTUP :

(4) Buku |l sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah- Tahun 2012 yang memuat R:nc:an Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun
2012 yang terdiri atas : :
a. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Program dan Kegiatan Tahun 2012

Sumber Dana APBD Provinsi; dan
b. Rencana Kerja F’embangunan Daerah (RKPD)} Program dan Kegiatan Tahun 2012
Sumber Dana APBN dalam rangka Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

; Pasal 3 ‘
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012
-menjadi Pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah dalam
penyempurnaan Rencana Kerja SKPD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2012.

. Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mu!ai beriaku péda‘ tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini
dengan penempatannya dalam Benta Daerah Provunsn Sulawesi Tengah. ;

Ditetapkan di Paiu
pada tanggal

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, [k—
 PARAF KOORDINAI _
PEJABAT | ,PARAF

BIRO HUKJM| #7

GarEa | ;9

;Q' A. TANRIBALI LAMO
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1. SKPD Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha
berkewajiban untuk melaksanakan program—program RKPD tahun 2012 dengan sebalk—

baiknya. Berkaitan dengan penclanaan pembangunan, peranserta kontribusi masyarakat dan

dunia usaha perlu terus digali dan dldorong untuk dapat berperanserta secara maksimal dah
sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

2. RKPD tahun 2012 menjadi acuan dan pedoman bagi SKPD dalam menyusun kebi]akan
publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012, !

3. Masyarakat Iluas dapat berperanserta seluas—luasnya dalam pelaksanaan program
pembangunan sesual dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat
berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan. kegiatan dalam
program-program pembangunan , ‘

4, Pada akhir tahun anggaran 2012 setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencaﬁaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.

5. Untuk menjaga efektiﬁtaé pelaksanaan program, setiép SKPD waijib melakukan pemantauar'a
pelaksanaan kegiatéh, melakukan tindakan koreksi yang diperiukan dan melaporkan hasil-
hasil pemantauan secara berkala 3 (t:ga) bulanan kepada Gubernur sesuai perundang-
undangan yang berlaku. ;

RKPD Tahun 2012 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 3’1

Desember 2012. Langkah-langkah persiapan .dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga

pelaksanaanya, perlu terus dilakukan derigan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, e\:afektiv'itas dan efisiensi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pemﬁangunan. ' ' :
Demikian untuk pelaksanaannya,

i PARAF KOORDINAST ] _ | . o
PEJAEAT | nPf-‘uu"J‘ : : Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, {/——
{ BIRO HUK'Jhg ' o




